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PUTUSAN

Nomor 291/Pdt.G/2021/PA.Ktb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KOTABARU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama  telah

menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, NIK - tempat dan tanggal lahir Papa’an, 26 Oktober 1988, agama

Islam, pekerjaan Pegawai Negeri  Sipil  Dinas Kesehatan

Kotabaru (Perawat), Pendidikan Strata I, tempat kediaman

Kabupaten Kotabaru sebagai  Pemohon;

melawan

Termohon,  NIK  -  tempat  dan  tanggal  lahir  Banjarmasin,  15  Januari  1989,

agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan

Strata I,  tempat kediaman di  Barat Kabupaten Kotabaru

sebagai  Termohon;

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa  Pemohon  dalam  surat  permohonannya  tanggal  16  Agustus

2021 yang didaftarkan di  Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru,  Nomor

291/Pdt.G/2021/PA.Ktb, tanggal 16 Agustus 2021,dengan dalil-dalil yang pada

pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal  30 juni 2012 Pemohon dengan Termohon

melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Kantor  Urusan  Agama Kecamatan  Belawang  Kabupaten  Barito  Kuala

Kutipan Akta Nikah Nomor 060/ 01/VII/ 2012 tanggal 02 Juli 2012;
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2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon

bertempat tinggal dirumah Termohon di Jalan P.Sintang RT.004 RW.001

Desa  Mayang  Sari  Kecamatan  Pamukan  Barat  Kabupaten  Kotabaru

selama 2  tahun,  terakhir  bertempat  tinggal  dirumah Pemohon alamat

Desa  Papa’an  RT.02  Kecamatan  Sampanahan  Kabupaten  Kotabaru.

Pada awal pernikahan, Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun

sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak;

3. Bahwa  sejak  bulan  Oktober  tahun  2016  antara  Pemohon  dan

Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak

ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan faktor

penyebab utama dan  paling  dominan  adalah Termohon  sering  keluar

malam  tanpa  izin  Pemohon  dan  pulang  nya  larut  malam,  Termohon

bersifat seperti mau menang sendiri yang berakibat nya tidak ada lagi

keharmonisan dalam rumah tangga;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal

10  Oktober  2020,  kemudian  akibat  perselisahan  dan  pertengkaran

tersebut, Termohon pergi meninggalkan Pemohon.

5. Bahwa  sejak  kepergian  Termohon  tersebut,  antara  Pemohon

dengan Termohon telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul

lagi hingga sekarang 10 Bulan;

6. Bahwa  pihak  keluarga  telah  menasehati  Pemohon  agar  mau

bersabar menunggu Termohon Kembali, akan tetapi tidak berhasil

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas,

rumah  tangga  antar  Pemohon  dan  Termohon  sudah  pecah,  merasa

mudharat serta tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali

bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang Bahagia atau

rumah tangga yang Sakinah, mawaddah warahmah dimasa yang akan

dating.  Dengan  demikian,  gugatan  cerai  Pemohon  telah  memenuhi

persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

8. Bahwa Pemohon bekerja sebagai PNS pada Puskesmas Gunung

Batu  Besar  Kabupaten  Kotabaru,  yang  telah  mendapatkan  izin  untuk
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bercerai  berdasarkan  Surat  Keputusan  Bupati  Nomor  :

188.45/06/BKPSDM/2021, tanggal  23 Juli 2021

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul

akibat perkara ini.

Berdasarkan  alasa/dalil-dalil  di  atas,  Pemohon  mohon  agar  Ketua

Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat menerima, memeriksa,

mengadili  dan  memutus  perkara  ini  dengan  memanggil  Pemohon  dan

Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menetapkan jatuh talak satu raj’i Pemohon terhadap Termohon di

depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru;

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang

menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di

persidangan  dan  tidak  menyuruh  orang  lain  untuk  menghadap  sebagai

wakil/kuasanya  yang  sah,  meskipun  berdasarkan  surat  panggilan  (relaas)

Nomor  291/Pdt.G/2021/PA.Ktb  tanggal  20  Agustus  2021  dan  tanggal  3

September  2021  yang  dibacakan  di  persidangan,  Termohon  telah  dipanggil

secara  resmi  dan  patut,  sedangkan  tidak  ternyata  bahwa  tidak  datangnya

Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah; 

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk  tidak

bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil  pemohonannya

untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah

datang  menghadap  meskipun  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut,

selanjutnya  dimulai  pemeriksaan  dengan  membacakan  surat  pemohonan

Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa  Pemohon  adalah  Pegawai  Negeri  Sipil yang  bertugas  di

Sekretariat  Daerah  Kabupaten  Kotabaru,  dan  atas  permohonan  cerai  yang

diajukan  Pemohon,  Pemohon telah  mendapatkan  izin  dari  atasan  Pemohon
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untuk  melakukan  perceraian  sebagaimana  dalam  surat  keputusan  Bupati

nomor :188.45/06/BKPSDM/2021 tanggal 23 Juli 2021;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan

bukti-bukti  berupa:

A.---------------------------------------------------------------------------------------------------

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK - tanggal 15 Agustus 2020,

yang  dikeluarkan  oleh  Provinsi  Kalimantan  Selatan,  Kabupaten

Kotabaru.  Bukti  fotokopi  tersebut  telah  diperiksa  oleh  Majelis  Hakim,

dicocokan  dengan  aslinya,  yang  ternyata  sesuai  dengan  aslinya  dan

telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.1) diberi tanggal dan paraf

Ketua Majelis;  

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 060/01/VII/2012 tanggal

02 Juli  2012, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Belawang Kabupaten

Barito Kuala. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim,

dicocokan  dengan  aslinya,  yang  ternyata  sesuai  dengan  aslinya  dan

telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.2) diberi tanggal dan paraf

Ketua Majelis;  

3. Fotokopi  Surat  Keputusan  Bupati  Kotabaru  Nomor

188.45/06/BKPSDM/2021, tanggal 23 Juli 2021, tentang Pemberian Izin

Perceraian,  yang  dikeluarkan  oleh  Bupati  Kabupaten  Kotabaru.  Bukti

fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokan dengan

aslinya,  yang ternyata sesuai  dengan aslinya  dan telah  di-nazagelen,

kemudian diberi kode (P.3) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;;

B.---------------------------------------------------------------------------------------------------

Saksi:

1. Saksi  1,  tempat  dan  tanggal  lahir  Papaan,  06  Agustus  1984,

agama Islam,  pendidikan S1,  pekerjaan Pegawai  Negeri  Sipil,  tempat

kediaman  di  Jalan  Kampung  Sasak,  Desa  Papaan,  RT.  03,  RW.  01,

Kecamatan Sampanahan, Kabupaten Kotabaru, yang mengaku sebagai

bibi  Pemohon,  yang  telah  memberikan  keterangan  di  bawah sumpah

yang pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 4 dari 16  halaman, Putusan Nomor 291/Pdt.G/2021/PA.Ktb

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal Termohon sebagai isteri Pemohon, dan belum

dikaruniai anak;

- Bahwa,  sejak  semula  keadaan  rumah  tangga  Pemohon  dan

Termohon rukun dan harmonis, namun sudah tidak harmonis, sering

terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan  Termohon sering

keluar malam;

- Bahwa,  saksi  tidak  pernah  melihat  Pemohon  dan  Termohon

bertengkar secara langsung;

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah

kurang lebih 10(sepuluh)  bulan yang lalu  dan yang meninggalkan

rumah bersama adalah Termohon;

- Bahwa, sejak berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon

sudah tidak berhubungan lagi baik lahir maupun batin;

- Bahwa, saksi  sudah pernah menasihati  Pemohon, namun tidak

berhasil, dan saksi tidak sanggup lagi untuk menasihati Pemohon;

2. Saksi 2, tempat dan tanggal lahir Kotabaru, 04 April 1977, agama

Islam,  pendidikan  SLTP,  pekerjaan  Tenaga  Kontrak  di  Polres,  tempat

kediaman di Jalan Karya Utama no. 130, Desa Semayap, RT. 20, RW.

01, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru  yang mengaku

sebagai Paman Pemohon, yang telah memberikan keterangan di bawah

sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal Termohon sebagai isteri Pemohon, dan belum

dikaruniai anak;

- Bahwa,  sejak  semula  keadaan  rumah  tangga  Pemohon  dan

Termohon rukun dan harmonis,  namun tidak harmonis lagi  karena

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan  Termohon

sering pulang larut malam karena main;

- Bahwa,  saksi  tidak  pernah  melihat  Pemohon  dan  Termohon

bertengkar secara langsung;

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah

selama kurang lebih selama 10 bulan dan yang meninggalkan rumah

bersama adalah Termohon;
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- Bahwa, sejak berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon

sudah tidak berhubungan lagi baik lahir maupun batin;

- Bahwa, saksi  sudah pernah menasihati  Pemohon, namun tidak

berhasil, dan saksi tidak sanggup lagi untuk menasihati Pemohon;

Bahwa  Pemohon  telah  menyampaikan  kesimpulan  yang  isinya

sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat

dalam  berita  acara  sidang  merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari

putusan ini; 

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemohonan Pemohon adalah

sebagaimana  terurai di atas;

Menimbang,  bahwa  ternyata  Termohon  tidak  datang  menghadap  di

persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain  untuk menghadap sebagai

wakil/kuasanya  yang  sah,  meskipun  berdasarkan  Surat  Panggilan  (relaas)

Nomor  291/Pdt.G/2021/PA.Ktb  tanggal  20  Agustus  2021  dan  tanggal  3

September  2021  yang  dibacakan  di  persidangan,  Termohon  telah  dipanggil

secara  resmi  dan  patut,  sedangkan  tidak  ternyata  bahwa  tidak  datangnya

Termohon tersebut  disebabkan oleh suatu alasan yang sah,  oleh karena itu

pemohonan tersebut  diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara

verstek;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo.

Pasal  82  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

perubahan  kedua  dengan  Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009,  kepada

Penggugat telah diberikan  nasehat supaya mengurungkan maksudnya untuk

bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir, maka terhadap perkara

ini tidak dapat dilakukan upaya  mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI

(PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara
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Menimbang, bahwa selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pembacaan

surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum;

Menimbang,  bahwa  yang  menjadi  alasan  perceraian  dalam

permohonan Pemohon adalah  bahwa  sejak bulan Oktober tahun 2016 antara

Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran

dan tidak  ada harapan akan hidup rukun lagi  dalam rumah tangga dengan

faktor  penyebab  utama dan paling  dominan adalah Termohon sering  keluar

malam tanpa izin Pemohon dan pulang nya larut  malam, Termohon bersifat

seperti mau menang sendiri yang berakibat nya tidak ada lagi keharmonisan

dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada

tanggal  10  Oktober  2020,  kemudian  akibat  perselisahan  dan  pertengkaran

tersebut, Termohon pergi meninggalkan Pemohon. sejak kepergian Termohon

tersebut,  antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal  dan

tidak  pernah  kumpul  lagi  hingga  sekarang  10  Bulan.  pihak  keluarga  telah

menasehati Pemohon agar mau bersabar menunggu Termohon Kembali, akan

tetapi tidak berhasil;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  alasan-alasan  tersebut  Pemohon

mohon  kepada  Pengadilan  Agama  Kotabaru  untuk  memberi  izin  kepada

Pemohon untuk  menjatuhkan  talak  satu  raj’i terhadap  Termohon di  depan

sidang Pengadilan Agama Kotabaru; 

Menimbang,  bahwa  alasan  tersebut  berdasarkan  dengan  ketentuan

Pasal 19 huruf (f)  Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116

huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga dapat diterima untuk

diperiksa lebih lanjut; 

Menimbang,  bahwa  Pemohon  adalah  seorang  PNS  di  Dinas

Kesehatan Kabupaten Kotabaru sebagaimana bukti P.3, telah memperoleh izin

dari Bupati Kotabaru, sehingga Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 3

ayat  (1)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  10  Tahun  1983  yang  telah  dirubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang izin perkawinan

dan  perceraian  PNS,  sehingga  beralasan  bagi  Majelis  Hakim  memeriksa

permohonan Pemohon lebih lanjut;

Analisis Pembuktian
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Menimbang,  bahwa  ketidakhadiran  Termohon  di  persidangan  yang

ternyata telah dipanggil secara sah dan patut telah menimbulkan persangkaan

majelis bahwa Termohon telah mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon

dan tidak pula berkeinginan untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya,

sehingga telah terpenuhi kehendak Pasal 283 RBg, maka Termohon dianggap

mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon dan putusan atas perkara ini

dapat dijatuhkan secara verstek sebagaimana Pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  perkara  a  quo  merupakan  pekara

perceraian yang memiliki  aturan khusus (lex specialis derogat legi  generali),

yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami

istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sebagaimana Pasal 39

ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  yang  telah  dirubah  dengan

Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019,  maka  Majelis  hakim  masih  perlu

mengetahui  lebih  jelas  alasan  tersebut  antara  Pemohon  dengan  Termohon

dengan  perlu  mendengar  keterangan  saksi  dari  pihak  keluarga  atau  orang-

orang  yang  dekat  dengan  Pemohon maupun  Termohon  guna  mendapatkan

kebenaran yang meyakinkan, sehingga Majelis hakim menilai Pemohon tetap

harus dibebani pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal

1865 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat

telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 dan P.2 yang selanjutnya Majelis

akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa  fotokopi  KTP-el  yang merupakan

akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak

dibuktikan sebaliknya, dan cocok dengan aslinya, sebagaimana maksud Pasal

285 dan 301 R.Bg., isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon

yang berada di  wilayah hukum Pengadilan  Agama Kotabaru  dan  beragama

Islam. Bukti tersebut telah bermeterai cukup sebagaimana maksud Pasal 3 ayat

(1) huruf (b) dan pasal 5 Undang-Undang 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai,

sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. oleh karena

itu  berdasarkan  Pasal  40  dan  Pasal  63  Ayat  (1)  huruf  (a)  Undang-undang

Nomor  1  Tahun  1974  Jo.  Pasal  49  Undang-undang  Nomor  7  Tahun  1989

tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor
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3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo.

Pasal  1  huruf  (b)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975,  Karenanya

Pengadilan  Agama  berwenang  memeriksa  dan  mengadili  serta  memutus

perkara a quo, maka sesuai dengan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-undang

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir Undang-undang Nomor 50

Tahun 2009, serta tidak adanya eksepsi kompetensi relatif, maka perkara ini

merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa bukti P.2, berupa fotokopi  Kutipan Akta Nikah yang

merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat

selama tidak dibuktikan sebaliknya,  dan cocok dengan aslinya,  sebagaimana

maksud Pasal  285 dan 301 R.Bg.,  isi  bukti  tersebut  menjelaskan mengenai

ikatan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri

yang  sah dengan  menikah  secara  agama  Islam.  Bukti  tersebut  juga  telah

bermeterai cukup sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan pasal 5

Undang-Undang 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai,  sehingga bukti tersebut

telah memenuhi syarat formil dan materiil. Maka sesuai ketentuan Pasal 2 ayat

(2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 11 ayat

(3) dan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo.

Pasal 4, 5, 6 dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya

Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum dalam

perkara a quo (persona standi in judicio);

Menimbang,  bahwa  bukti  P.3, tersebut  dibuat  oleh  pejabat  yang

berwenang,  telah  dicocokkan  dan  sesuai  dengan  aslinya,  sehingga  telah

memenuhi syarat formil  dan materiil  sebagai akta otentik dan telah bermeterai

cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan pasal 5 Undang-Undang

10 tahun 2020 tentang Bea Meterai berupa  fotokopi surat Keputusan Bupati

Kotabaru  tentang  pemberian  izin  perceraian atas  nama  Pemohon  yang

memberi  bukti  Pemohon  sebagai  PNS  telah  mandapat  izin  perceraian  dari

atasan sebagaimana maksud pasal  3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun

1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10  tahun 1983
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tentang  Izin  Perkawinan  dan  Perceraian  Bagi  Pegawai  Negeri  Sipil (aturan

PNS);

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang

saksi  yang  dinilai  oleh  Majelis  Hakim  telah  memenuhi  syarat  formil  saksi

sebagaimana  yang  dikehendaki  Pasal  171  dan  Pasal  175  R.Bg.  yang

selanjutnya Majelis mempertimbangkan sebagai berikut; 

Menimbang, bahwa saksi Pemohon  telah memberi keterangan di bawah

sumpah  yang  pokoknya  bahwa  kedua  saksi  mengetahui  rumah  tangga

Pemohon dan Termohon sudah mulai  tidak harmonis,  disebabkan  Termohon

sering pulang larut malam, sehingga Pemohon dan Termohon telah berpisah

tempat  tinggal  kurang  lebih  10  bulan,  Termohon  yang  pergi  meninggalkan

rumah kediaman bersama, dan selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak

pernah  saling  mengunjungi  pihak  keluarga  sudah  berupaya  merukunkan

kembali  Pemohon  dan  Termohon,  namun  tidak  berhasil.  keterangan  saksi

tersebut berdasarkan atas penglihatan atau pendengaran atau pengalamannya

sendiri  sebagaimana maksud  Pasal  308  RBg  dan  keterangan  saksi-saksi

tersebut saling mendukung dan bersesuaian  sebagaimana maksud pasal  309

RBg serta  menguatkan seluruh dalil  permohonan Pemohon,  oleh karenanya

keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dan oleh Majelis

Hakim jadikan bahan pertimbangan dalam memeriksa dan memutus perkara a

quo;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  perkara  ini  merupakan  permohonan

cerai  dikarenakan  perselisihan  dan  pertengkaran  antara  Pemohon  dengan

Termohon, sehingga dengan telah didengarnya keterangan dua orang keluarga

Pemohon  yang  keduanya  juga  menjadi  saksi  dalam  perkara  a  quo,  maka

majelis  hakim  menilai  ketentuan  Pasal  22  ayat  (2)  Peraturan  Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang

Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, telah terpenuhi;

Fakta Hukum

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  analisis  bukti-bukti  Pemohon

ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1.----------Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, dan belum

dikaruniai anak;
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2.------------Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak

harmonis, disebabkan Termohon sering pulang larut malam;

3.-----Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, kurang

lebih 10(sepuluh) bulan yang lalu;

4.------------Bahwa pihak keluarga juga sudah pernah berusaha merukunkan

Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

5.----------Bahwa Pemohon merupakan PNS di Dinas Kesehatan Kabupaten

Kotabaru dan telah mendapat izin perceraian dari Bupati Kotabaru;

Petitum Perceraian

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  hukum  tersebut  di  atas

Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa  sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami

dengan seorang wanita sebagai istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha

Esa,  demikian  pula  dalam  Pasal  3  Kompilasi  Hukum  Islam  di  Indonesia,

perkawinan  bertujuan  untuk  mewujudkan  kehidupan  rumah  tangga  yang

sakinah, mawaddah dan rahmah; 

Menimbang,  bahwa   dari  ketentuan  tersebut  dapat  diketahui  bahwa

salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan bathin antara seorang pria

sebagai  suami  dengan  seorang  wanita  sebagai  istri.  Sementara  tindakan

perselisihan  dan  pertengkaran  secara  terus  menerus  yang  disebabkan

Termohon  sering  pulang  larut  malam, sehingga  Pemohon  dan  Termohon

sampai sekarang sudah berpisah kurang lebih 10 bulan, menunjukkan ikatan

bathin  tersebut  telah rapuh dan terurai  dari  sendi-sendinya, sehingga tujuan

perkawinan  untuk  membentuk  keluarga  (rumah  tangga)  yang  bahagia  tidak

tercapai;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  ketentuan  hukum perkawinan  suami

isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan

tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan

tugas  dan  kewajiban  sebagai  suami  istri,  kecuali  ada  alasan  yang  dapat

dibenarkan oleh hukum; 
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Menimbang, bahwa suami istri yang hidup berpisah  yang sangat lama

dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang

tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan

yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  hukum  di  atas,  maka  dapat

disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon  ternyata

sudah  tidak  mencapai  tujuannya  dan  tidak  ada  pula  harapan  untuk

dipersatukan  kembali,  sehingga  apabila tetap  dipertahankan  akan

mendatangkan rasa tidak aman, madharat atau mafsadat  daripada  maslahat

bagi  Pemohon  dan  Termohon,  sedangkan  dalam  ajaran  syari’at Islam

menghindari  madharat atau  mafsadat wajib didahulukan dari pada mengambil

manfaatnya. Oleh karena itu keinginan Pemohon untuk bercerai dari Termohon

dengan alasan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa sejak rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai

terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga kemelut tersebut ditangani oleh

Pengadilan Agama Kotabaru, telah dilakukan upaya damai oleh berbagai pihak,

baik  keluarga  atau  orang  dekat  Pemohon  maupun  Majelis  Hakim  yang

memeriksa perkara Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, sehingga

perceraian benar-benar telah menjadi pintu darurat sebagai solusi dalam konflik

rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang,  bahwa  pertimbangan  Majelis  Hakim  tersebut  selaras

dengan dalil-dalil syar’i sebagai berikut:

1. Al Qur’an Surah Al-Baqarah, ayat 227:

عَليِمٌ       سَمِيعٌ اللهَّ فَإنِّ الطلَّقَ عَزَمُوا وَإنِْ

Artinya : “Dan apabila mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk

menjatuhkan  talak,  maka  sesungguhnya  Allah  Maha

Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

2.   Dalil fiqh yang berbunyi :

المصالح جلب على مقدم المفاسد درء
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Artinya : “Menghindari  kemudharatan  lebih  diutamakan  daripada

mengambil kemaslahatan”.

3. Dalil dari kitab Ahkam Al qur’an, jilid II halaman 405, sebagai berikut: 

فهو يجب فلم المسلمين حـكام من حاكم إلى دعي من

 له لحق ظالم

Artinya  :  Barangsiapa  yang  dipanggil  oleh  hakim  Islam  di  dalam

persidangan  sedangkan  orang  terasebut  tidak  memenuhi

panggilan itu maka dia termasuk orang dlalim dan gugurlah

haknya.;

Menimbang,  bahwa majelis  hakim juga mengacu pada kaidah-kaidah

hukum yang terdapat  pada Yurisprudensi  Mahkamah Agung  RI  Nomor  534

K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang mengandung kaidah hukum : 

“Bahwa  dalam  hal  perceraian,tidak  perlu  dilihat  dari  siapa  penyebab
percekcokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tapi yang
perlu  dilihat  adalah  perkawinan  itu  sendiri  masih  dapat  dipertahankan  atau
tidak.  Sebab, jika  hati  ke  dua  belah  pihak  telah  pecah,  maka  perkawinan
tersebut  sudah  pecah  dan  tidak  mungkin  dapat  dipersatukanlagi,  meskipun
salah  satu  pihak  menginginkan  perkawinannya  tetap  utuh.  Bila  perkawinan
dipertahankan,  maka  pihak  yang  menginginkan  perkawinan  pecah,  akan
berbuat apa saja agar perkawinannya pecah;

Begitu pula  Yurisprudensi  Mahkamah Agung RI  Nomor 379 K/AG/1995

tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum :

“Bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan
untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti
retak dan pecah”;

Menimbang, Rumusan Hasil Pleno Kamar Perdata Agama Mahkamah

Agung RI  tanggal  19  s/d 20  Desember 2013,  yang ditetapkan berdasarkan

SEMA nomor 4 tahun 2014 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno

Kamar Mahkamah Agung tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas

bagi  Pengadilan  yang  antara  lain  berbunyi  :  Gugatan  perceraian  dapat

dikabulkan berdasarkan fakta rumah tangga sudah pecah (broken marreage)

dengan indikator antara lain:

1. Bila sudah ada upaya damai, tetapi tidak berhasil;
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2. Bila sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri’

3. Bila  salah  satu  pihak  atau  masing-masing  pihak  meninggalkan
kewajibannya sebagai suami isteri;

4. Bila telah pisah ranjang, dan

5. Hal-hal lain yang didapatkan dalam persidangan (seperti adanya WIL,
PIL, Penjudi dan lain-lain); 

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan  tersebut

Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa permohonan Pemohon  tersebut

tidak melawan hukum dan beralasan, serta  Termohon tidak  pernah hadir  di

persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya

yang  sah, karenanya  Majelis  Hakim  bersepakat  untuk  dapat  mengabulkan

permohonan Pemohon dengan verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat

(1)  R.Bg jo.  Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,  dan memberi  izin

kepada  Pemohon  untuk  menjatuhkan  talak  satu  raj’i terhadap  Termohon  di

depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru;

Biaya perkara

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  89  Undang-Undang  Nomor  7

Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta

Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua

atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal

1 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif

atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), maka kepada Pemohon

dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat,  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan  hukum

syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan  Termohon  yang  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut

untuk menghadap sidang tidak hadir;

2. Mengabulkan pemohonan Pemohon secara verstek;

3. Memberi  izin  kepada  Pemohon  (Pemohon)  untuk  menjatuhkan  talak

satu  raj’i  terhadap  Termohon  (Termohon)  di  depan  sidang  Pengadilan

Agama Kotabaru; 
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4. Membebankan  kepada  Pemohon  untuk  membayar  biaya  perkara  ini

sejumlah Rp2.470.000,00 ( dua juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Penutup 

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada

hari  Rabu  tanggal  15 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal  8

Shafar 1443 Hijriah, oleh kami Siti Fatimah S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis,

Azhar Nur Fajar Alam, S.H. dan Imaduddin Sakagama, S.H.I. masing-masing

sebagai  Hakim Anggota,  putusan mana pada hari  itu  juga diucapkan dalam

sidang terbuka untuk  umum oleh Ketua Majelis  tersebut  dengan didampingi

oleh Hakim-Hakim Anggota dan Muhammad Nafi S.Pd.I.,S.H.I.,M.Sy. sebagai

Panitera Pengganti,  dengan  dihadiri  pula  oleh Pemohon  tanpa  hadirnya

Termohon;

KETUA MAJELIS,

Siti Fatimah S.H.I., M.H.

HAKIM ANGGOTA HAKIM ANGGOTA

Azhar Nur Fajar Alam, S.H. Imaduddin Sakagama, S.H.I.

ssPANITERA PENGGANTI 

Muhammad Nafi, S.Pd.I.,S.H.I.,M.Sy.

Perincian biaya perkara :

1
.

Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,00

2 Biaya Proses Rp. 50.000,00
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.

3
.

Biaya Panggilan Rp. 2.350.000,00

4
.

PNBP Panggilan Rp. 20.000,00

5
.

Biaya Redaksi Rp. 10.000,00

6
.

Biaya Materai Rp. 10.000,00

JUMLAH Rp. 2.470.000,00

Terbilang :  (dua juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16  halaman, Putusan Nomor 291/Pdt.G/2021/PA.Ktb

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 16


